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RINGKASAN
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Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk
melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari
warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan
penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh
masyarakat bersama-sama pemerintah. Selain itu pajak merupakan salah satu
Pendapatan Asli Daerah yang sangat dominan, salah satunya adalah Pajak Restoran.
Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui tentang Prosedur Pelaporan dan
Penyetoran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang
berwenang dalam memungut Pajak Daerah.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi dan
pembukuan perkantoran, (2) Mempelajari unsur-unsur materi yang terkait dengan
Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran yang meliputi Penyetoran dan Pelaporan.
Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember di mulai dari pendaftaran sebagai terdaftarnya menjadi Wajib
Pajak di DISPENDA Kabupaten Jember, setelah melakukan pendaftaran Wajib Pajak
menerima Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kemudian Wajib Pajak
diperbolehkan untuk melakukan pelaporan Pajak Restorannya dengan mengisi
SPTPD yang sudah disediakan di bidang pelayanan dengan membawa laporan rekap
penjualannya perbulan, dan dilaporkan ke bidang pelayanan untuk dimasukkan ke
register, langkah selanjutnya Wajib Pajak melakukan penyetoran dengan membawa
SPTPD yang sudah diisi dan mengisi slip setoran yang sudah disediakan di bagian

pelayanan, kemudian setalah itu SPTPD dan slip setoran yang sudah diisi dibawa ke
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Bank Persepsi atau Bank Jatim untuk di Validasi sebagai bukti pembayaran bahwa
Wajib Pajak tersebut telah melakukan pelaporan dan penyetoran, kemudian Bank
yang sudah menerima SPTPD dan slip setoran dari Wajib Pajak yang sudah di
validasi, SPTPD dan slip setoran lembar 1 tersebut dikembalikan lagi ke Wajib Pajak
sebagai tanda bukti bahwa Wajib Pajak telah lunas.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan
yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah
terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai
tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat
berkreasi mencari sumber penerimaan daeah yang dapat mendukung
pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan
yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber
penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai
dengan kondisi masing-masing daerah. Menurut Marihot (2013:1).

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan
suatu hal yang mudah. Hal ini hanya dapat terwujud bila masyarakat dan
pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga
negara. Masyarakat di tuntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara
yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan
pemerintah  berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak
secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan
prasarana Yyang kegunaannya bukan secara Individual tetapi ditunjukkan
untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pembangunan nasional,
dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan untuk
menyelenggarakan pembangunan.

Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara
penarikan  pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan.

Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah.
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Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata,
dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan
pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah sendiri,
khususnya yang berasal dari pajak restoran.

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak Restoran diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana
merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup
berpotensial dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah
Jember. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pajak Restoran selalu
meningkat dalam setiap tahunnya. Dalam wupaya peningkatan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut perlu mendapat perhatian yang
serius dari pemerintah daerah, baik secara intensifikasi atau ekstensifikasi.
Maka dari itu, diharapkan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember mampu memberikan  kontribusi yang positif  dan
signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Jember. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran pada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Jember ( Tahun Anggaran

2012-2014)
No Tahun Target Penerimaan Realisasi Prosentase
Anggaran  (Rp) (Rp) (%)
1. 2012 3.500.000.000,00 4.755.476.643,00 135,87
2. 2013 4.500.000.000,00 6.160.556.647,29 136,90
3. 2014 5.500.000.000,00 7.557.470.425,00 137,41

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015

Dilihat dari data di atas, Pendapatan Daerah dari sektor pajak restoran
selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut menyatakan bahwa Pajak Restoran
setiap selalu mengalami  kontribusi yang positif dan signifikan, dan
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perubahan dari tahun 2012 sampai tahun 2014 yang semakin meningkat. Hal
tersebut dilakukan dengan proses pelayanan administrasi pada Dinas
Pendapatan Daerah yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama
mulai dari pengisian data SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
sampai dengan penyetoran. Sistem pemungutan Pajak Restoran pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan self assessment system
sehingga sangat menguntungkan Wajib Pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan instansi
yang berwenang mengelola pajak daerah. Selain itu, Pendapatan Pajak
Daerah yang diperolen selama 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan.
Hal tersebut dapat dilihat ada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2012-

2014)
No Tahun Target Penerimaan Realisasi Prosentase
Anggaran  (Rp) (Rp) (%)
1. 2012 50.694.817.000,00 55.147.114.711,00 108,78
2. 2013 86.081.000.000,00 95.188.144.409,05 110,58
3. 2014 124.150.000.000,00 116.578.557.515,50 93,90

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015

Dari data di atas, realisasi penerimaan pendapatan daerah tahunan
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dari Tahun 2012-2014
selalu mengalami peningkatan dari tahun 2013 dengan Realisasi sebesar Rp.
95.188.144.409,05 jika dibandingkan dengan tahun 2012 dengan Realisasi
sebesar Rp. 55.147.114.711,00. Hal ini dapat dilihat dari target dan jumlah
realisasi penerimaan dari setiap tahun anggarannya.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut berwenang mengelola pajak
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daerah salah satunya adalah pajak restoran. Pada tahun 2014, realisasi pajak

daerah Kabupaten Jember sebesar Rp. 116.578.557.515,50. Hal tersebut

dapat dibuktikan dengan adanya realisasi pajak daerah pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014

No Jenis Pajak Target Penerimaan Realisasi Prosentase
(Rp) (Rp) (%)
1.  Pajak Hotel 2.200.000.000,00 3.309.254.720,00 150,42
2. Pajak Restoran 5.500.000.000,00 7.557.470.425,00 137,41
3. Pajak Hiburan 1.000.000.000,00 929.201.239,00 92,92
4. Pajak Reklame 4.750.000.000,00 5.408.722.902,00 113,87
5. Pajak  Penerangan 40.500.000.000,00 44.850.483.244,00 110,74
Jalan
6.  Pajak Parkir 200.000.000,00 203.902.550,00 101,95
7.  Pajak Air Tanah 1.000.000.000,00 387.032.998,00 38,70
8.  Pajak Mineral ~ 2.000.000.000,00 642.938.651,00 32,15
Bukan Logam dan
Batuan
9. Pajak Bumi dan 50.000.000.000,00 35.523.880.818,00 71,05
Bangunan

10. Bea Perolehan Hak 17.000.000.000,00 17.765.669.968,50 104,50
atas Tanah dan
Bangunan
Jumlah 116.578.557.515,5
0

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015

Dari data di atas, diketahui hasil pendapatan Pajak Daerah yang ada
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2014. Salah
satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Restoran.
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Hasil realisasi pajak restoran pada Tahun 2014 sebesar Rp. 7.557.470.425,00
dengan prosentase 137,41 % dari target penerimaan sebesar Rp.
5.500.000.000,00. Prosentase pendapatan pajak daerah dihasilkan dengan
cara membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan pajak
dikalikan dengan 100%. Hal tersebut unutk mengetahui besarnya kenaikan
pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana
prosedur penyetoran dan pelaporan pajak restoran pada dinas pendapatan
daerah kabupaten jember. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini
penulis mengambil judul *“Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak

Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, peran Pajak Daerah khusunya
Pajak Restoran dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna
melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.
Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan
adalah bagaimana Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTEK KERJA NYATA
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) vyang dilakukan pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui tentang
Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember.
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1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.

Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada
program studi diploma IlI.

Mengetahui tentang Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Menambah  wawasan dan pengetahuan mengenai administrasi
perpajakan.

Memperoleh keterampilan dan pengalaman nyata serta
permasalahan yang dihadapi dunia kerja di bidang perpajakan.
Memperdalam informasi dalam bidang perpajakan seiring dengan
adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat
berubah.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Definisi dan Unsur Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Adriani, (dalam Sony dan Siti,2006:22) Pajak
adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. luran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut
berupa uang (bukan barang)

b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaanya.

c. Tanpa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, Yyakni
pengelaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian “fungsi” dalam fungsi pajak adalah pengertian sebagai
kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat
pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak
memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan
umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki  merosotnya
kehidupan ekonomi masyarakatnya. Umumnya dikenal dengan dua macam
fungsi pajak menurut Sony dan Siti (2006:25-28), yaitu fungsi budgetair dan
fungsi regulerend.

1) Fungsi Budgetair
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2)

2.1.3

Fungsi Budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiscal
(fiscal function), vyaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan
sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara
berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai
fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama Kkali
muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari
masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman
sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah
sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai
kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya

Fungsi Regulerend

Fungsi  regulerend disebut juga fungsi mengatur, vyaitu pajak
merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas
negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut
andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan

pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dikutip dari Marihot (2013:98-100), pemungutan

pajak dibedakan menjadi:

a.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa
system  perpajakan  Indonesia  adalah  system  self  assessmnt.
Diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983.
Penetapan system self assessment juga dianut dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
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Pemungutan pajak daerah saat ini  menggunakan tiga system

pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawabh ini.

1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. System ini  merupakan
perwujudan dari sistem self assessment, yaitu sistem pengenaan
pajak yang member Kkepercayaan Kkepada wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan  melaporkan
sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

2) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan
dari sistem official assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang
dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh
kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan
Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

3) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan
dari sistem with holding, yaitu sistem pengenaan pajak yang
dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain
Perusahaan  Listrik Negara (PLN) vyang telah ditetapkan
berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas
penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

. Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat

diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak

tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian
dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses
pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir  perpajakan,
pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data

objek dan subjek pajak.
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2.14

tidak

10

Syarat Pemungutan Pajak
Mardiasmo (2011:2) mengemukakan bahwa agar pemungutan pajak

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-
undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warganya.

Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun  perdagangan, sehingga tidak  menimbulkan  kelesuan
perekonomian masyarakat.

Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

System pemungutan pajak harus sederhana

System  pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
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2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi
fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri
untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya memungut
dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang
dimiliki  penduduknya. Menurut Sony dan Siti (2006:38-39) asas-asas
tersebut adalah:

1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib

pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang

berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan
objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang
dikenakan pajak.

Contoh: Tuan Arva sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki
penghasilan di Indonesia dari gaji sebagai manajer PT X, dan
dia mendapat penghasilan berupa dividen dari Singapura.
Maka atas penghasilan berupa gaji maupun dividen,
keduanya dikenakan pajak atas penghasilan oleh negara
tempat Tuan Arva tinggal, yaitu Indonesia.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek

pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut

diperoleh.

Contoh: Tuan Smith Warga Negara Amerika, tinggal di New York,
memperoleh  penghasilan dari  Indonesia berupa dividen.
Maka atas penghasilan berupa dividen tersebut akan

dikenakan pajak penghasilan oleh negara Indonesia.
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3. Asas Kebangsaan.
Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak
dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas
nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak Yyang
dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.
Contoh: Fiskus Belanda selama Perang Dunia Il pernah memungut
pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda,

juga yang bertempat tinggal di luar Belanda.

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak
1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2011:6-8) dapat dilakukan
berdasarkan 3 stelsel:
a. Stelsel nyata (riel stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
c. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan

dengan keadaan yang sebenarnya.
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2. Sistem Pemungutan Pajak

a.

Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus.

2) Wajib Pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.

Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang.

Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
Wajib Pajak sendiri.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak.

Cirri-cirinya:  Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang

ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
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2.1.7 Penggolongan Jenis Pajak
Terdapat pembedaan atau penggolongan serta jenis-jenis  pajak.
Pembedaan dan penggolongan menurut Sony dan Siti (2006:43-45) tersebut
didasarkan pada suatu kriteria, yaitu:
a. Siapa yang membayar pajak.
b. Siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak.
c. Apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialinkan kepada pihak lain.
d. Siapa yang memungut pajak.
e. Sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.
f. Pajak dikenakan atas apa.
1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul
seseorang atau badan (tax burden) tidak dapat dilimpahkan (no tax
shifting) kepada pihak lain. Pihak yang ditunjuk oleh UU Pajak untuk
memikul beban pajak sudah jelas, vyaitu seseorang atau badan yang
memiliki sesuatu, bukan pada sesuatunya, tetapi kepada seseorang atau
badannya. Destinataris-nya adalah seorang atau badan.
Pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dipikul seseorang (tax
burden) dapat dilimpahkan (tax shifting) baik seluruhnya maupun
sebagian kepada pihak lain. Tax incidence dari pelimpahan adalah bahwa
pajak pada akhirnya dibebankan seluruhnya pada konsumen akhir.
2. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif
a. Pajak Subjektif
Pajak Subjektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan
subjek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi
keadaan subjek pajak. Memberi perhatian pada keadaan pribadi wajib
pajak. Untuk menetapkan pajaknya, maka diberi alasan objektif yang

berhubungan erat dengan keadaan materiilnya.
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Pajak Objektif.

Merupakan pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak,
sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan
objek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi

oleh keadaan subjek pajak.

2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

2.19

Menurut  Mardiasmo  (2011:8) ada dua ajaran yang mengatur

timbulnya utang pajak:

1) Ajaran Formil
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak
oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system.

2) Ajaran Materiil
Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang
dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini
diterapkan pada self assessment system.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

1. Pembayaran,

2. Kompensasi,

3. Daluwarsa,

4

. Pembebasan dan penghapusan.

Hambatan Pemungutan Pajak
Hambatan terhadap pemungutan pajak dikutip dari  Mardiasmo
(2011:8-9) dapat dikelompokkan menjadi:
1) Perlawanan pasif
Masyarakat enggan  (pasif) membayar pajak, yang dapat
disebabkan antara lain:

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
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b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan
baik.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara

langsung  ditujukan  kepada  fiskus  dengan  tujuan  untuk

menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak
melanggar undang-undang.

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2  Pajak Daerah
2.2.1 Dasar Hukum

Menurut  Mardiasmo  (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang - Undang No. 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah
menurut Undang — Undang No. 28 tahun 2009 antara lain :

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang
berwenang  mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintah  dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
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bersifat memaksa Dberdasarkan Undang - wundang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar — besarnya kemakmuran rakyat.

Badan, adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha ,llik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha.

Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak.

Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak
dan  kewajiban  perpajakan sesuai dengan  ketentuan peraturan

perundang — undangan perpajakan daerah.

Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (201:13) Jenis — jenis Pajak Daerah dibagi

menjadi dua, yaitu :

1)

a.
b.
©
d.

€.

2)

Pajak Provinsi, terdiri dari :

Pajak Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
Pajak Air Permukaan; dan

Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :
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Pajak Hotel,

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

. Pajak Sarang Burung Wallet;

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Tarif Pajak Daerah

18

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 vyang ditetapkan

dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak

daerah, yaitu:

1.

© o N @ U B~ w N

[EEN
o

11.

Tarif PKB&KAA ditetapkan paling tinggi 5%;

Tarif BBNKB&KAA diterapkan paling tinggi 10%;

Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%;

Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%;

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;

. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan

tinggi 20%; dan
Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%.

paling
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Tempat Pembayaran, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011

a.

2.3
2.3.1

Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada Bendahara
Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan menggunakan SSPD.

Saldo penerimaan pajak pada tempat pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipindahkan ke rekening kas daerah setiap

hari kerja.

Rekonsilialisasi terhadap penerimaan pajak pada tempat pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas

Pendapatan dan Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Restribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Restribusi Daerah

menurut Mardiasmo (2011:15-16) antara lain:

a. Restribusi  Daerah, yang selanjutnya disebut Restribusi, adalah

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
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d. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan Oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip  komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

e. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan  untuk  pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna  melindungi  kepentingan ~ umumdan  menjaga  kelestarian
lingkungan.

2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

a. Objek Retribusi Daerah
Jenis — jenis retribusi daerah yang berlaku saat ini sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi 3 yaitu :
1) Retribusi Jasa Umum
Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 109 menyatakan bahwa
Retribusi  yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan
yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 110 Jenis
Retribusi Jasa Umum adalah:
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
¢) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta
Catatan Sipil;
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;
e) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
f) Retribusi Pelayanan Pasar;

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
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h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

J) Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;

K) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

I) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Retribusi Jasa Usaha

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 126 menyatakan bahwa

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi

Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial

yang meliputi:

a) Pelayanan dengan  menggunakan/memanfaatkan  kekayaan  Daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b) Pelayanan oleh Pemerintah daerah sepanjang belum disediakan
secara memadai oleh pihak swasta.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 127 Jenis Retribusi Jasa Usaha

adalah:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;

Retribusi Tempat Pelelangan;

o o

Retribusi Terminal;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Retribusi Rumah Potong Hewan;

S Q@ o

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;

J. Retribusi Penyeberangan Di Air; dan
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k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

f. Perizinan Tertentu

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 140 menyatakan bahwa
Retribusi yang dikenakan atar perizinan tertentu digolongkan sebagai
Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah
pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan
Tertentu adalah:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkhohol;

c. Retribusi Izin Gangguan;

d. Retribusi Izin Trayek; dan

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

b. Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:18) Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai

berikut :

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang

memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
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Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Restribusi
Menurut Mardiasmo (2011:18) Prinsip dan sasaran penetapan tarif

restribusi adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

2.34

Restribusi  Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhaikan biaya
penyediaan jasa Yyang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang
dimaksud dengan biaya disini  meliputi  biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Restribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak, vyaitu Kkeuntungan yang diperolen apabila
pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan
berorientasi pada harga pasar.

Restribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di
sini  meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari

pemberian izin tersebut.

Tata Cara Perhitungan Retribusi

Tata Cara Perhitungan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara

tingkat pengguna jasa dengan tarif Retribusi;

b. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan

dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;

c. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan

jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

d. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah
dalam penyelenggaraan jasa tersebut;

e. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang
ditetapkan utuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan

f. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut
golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.3.5 Tata Cara Pemungutan Retribusi
Tata Cara Pemungutan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang
dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;

b. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau
kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi
Daerah (STRD), penagihan retribusi terutang didahului dengan surat
teguran; dan

c. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah.

2.3.6 Perbedaan Pajak dengan Retribusi
Perbedaan pajak dengan retribusi menurut Marihot (2013:10-11)
adalah sebagai berikut:
a. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya daoat ditunjuk
secara langsung baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan

pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
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b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran,
yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat
menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang
dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa
negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang
telah melakukan pembayaran retribusi.

c. Sifat pemungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk
setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara
itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati
jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

d. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan
yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan,
yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari
pemerintah harus membayar retribusi.

e. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh
pemerintah  pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi

hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

2.3 Pajak Restoran
2.4.1 Definisi Pajak Restoran

Menurut  Marihot  (2013:327-328) sesuai dengan  Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak
atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud
dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, Kkafetaria,
kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah

kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan
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kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk
mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh
karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau Kkota,
pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah
tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional
dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di
daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang
perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

1) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,
kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

2) Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk
apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya
melakukan usaha dibidang rumah makan.

3) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima
sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai
pembayaran kepada pemilik rumah makan.

4) Bon Penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai
bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat
mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman

kepada subjek pajak.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan  Pajak  Restoran  menurut  Marihot (2013:329) di
Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum vyang jelas dan Kkuat,
sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar
hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah

sebagaimana dibawah ini.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak
Restoran.

Keputusan bupati/walikota yang mengatur tantang Pajak Restoran
sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran

pada kabupaten/kota dimaksud.

Objek Pajak Restoran
Objek pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember

Nomor 3 Tahun 2011 antara lain:

a.
b.

244

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan
makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik
dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain

Objek pajak termasuk Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera,
Warung, Bar, Jasa Boga/Catering, Bakery dan Depot.

Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang
disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.
3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran
Menurut Marihot (2013:330-331) pada Pajak Restoran yang menjadi

subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan

atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak
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adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.
Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang
mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun
yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di
bidang rumah makan. Dengan demikian, pada Pajak Restoran subjek pajak
dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan
atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar
(menanggung)  pajak  sementara orang  pribadi atau badan  yang
mengusahakan  restoran  bertindak  sebagai wajib  pajak yang diberi
kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan

melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Pajak Restoran) yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak
Restoran adalah jumlah vyang diterima atau yang seharusnya diterima

Restoran.

2.4.6 Tarif Pajak Restoran

Menurut Marihot (2013:332) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling
tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota
yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan
kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang
dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.
Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk
menetapkan  besarnya  tarif pajak yang mungkin  berbeda  dengan
kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.
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2.4.7 Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Marihot (2013:332-333) Besaran pokok Pajak Restoran
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar
pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai

dengan rumus berikut:

Pajak Terutang Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang
Diterima atau yang Seharusnya Diterima
Restoran

2.5  Teori Administrasi
2.5.1 Pengertian Administrasi
Menurut Sondang P. Siagian dalam Syafii (2006:14), administrasi
adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah
diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang
manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Definisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak sehingga tidak perlu
lagi penulis sajikan satu per satu karena pada prinsipnya mempunyai
pengertian yang sama yaitu antara lain:
a. Kerjasama,
b. Banyak orang,
c. Untuk mencapai tujuan bersama.
Artian di atas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas,
sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana

yang sering kita dengar sehari-hari yaitu tata usaha. Memang tata usaha
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merupakan unsur daripada administrasi dalam arti luas, secara lengkap
unsur-unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut:

a. Pengorganisasian,
b. Manajemen,

c. Tata hubungan,
d. Kepegawaian,

e. Keuangan,

f. Perbekalan,

g. Tata usaha,

h. Perwakilan.

2.5.2 Administrasi Perpajakan

Menurut Gunadi (2005:18), administrasi pajak adalah suatu bentuk
“legal administration” yang sebagai akibatnya tidak hanya menimbulkan
diterbitkannya sanksi administrasi dan sanksi pidana yang ditimpakan
kepada Wajib Pajak dan yang harus dipatuhinya, namun juga dapat
menimbulkan sengketa pajak yang diajukan ke pengadilan pajak maupun
gugatan hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak. Dalam hal yang demikian
maka administrasi pajak harus menjamin tidak sekedar keseksamaan, wajar
dan berkeadilan, namun juga harus disusun sedemikian rupa sehingga ada
kesetaraan di depan hukum antara pelaksana hukum (aparat pajak) dengan
Wajib Pajak. Administrasi pajak sebagai legal administrasi memiliki tugas-
tugas meliputi administrasi penatausahaan dokumen yang tidak bernilai
uang, dan administrasi penatausahaan dokumen yang bernilai uang sebagai

manivestasi bentuk pelayanan, pengawasan dan pembinaan.
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2.6 Akuntansi Pajak
2.6.1 Teori Akuntansi

Menurut  Agoes dan  Trisnawati  (2013:10), akuntansi  pajak
merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang
menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena
adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan
pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam
mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi
pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan
keuangan yang disusun oleh perusahaan.

2.6.2 Pentingnya Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting)

UU Perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assessment,
dimana dalam sistem ini WP diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk
menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi
yang dilakukannya. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang
digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak,objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan
kepercayaan yang telah diberikan kepada WP dengan sistem self assessment
maka menimbulkan risiko yang tinggi bagi DJP dalam upaya memberikan
kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN, apabila tingkat kepatuhan WP
rendah. Oleh karena itu, DJP perlu mengadakan pengawasan terhadap

kepatuhan WP dalam membayar pajaknya.
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Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran

Gambar 2.1 Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Wajib Pajak Bagian Pelayanan Bank Persepsi
Mendaftarkan
diri
1
A 4
Meng|5| 2 N Menel’bitkan 3 o Dllaporkan
SPTPD NPWPD

|

Disetorkan

o

Validasi

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015

Keterangan:

1)

2)

Melalui proses ini calon Wajib Pajak Pribadi atau Badan mengisi
formulir Pendaftaran Wajib Pajak dengan membawa berkas identitas
individu (KTP) bagi WP Pribadi atau berkas Badan Usaha
(SITU,SIUPdIl) bagi WP Badan untuk mendapatkan NPWPD
(Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

WP diberikan formulir SPTPD sesuai jenis pajaknya dan mengisikan
data sejujur-jujurnya dimana kelak data ini akan menjadi dasar
perhitungan besarnya Pajak dan segera dilaporkan paling lambat pada

akhir bulan berikutnya.
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3) Setelah besar Pajak terhitung maka besar pajak ditetapkan dengen
menerbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) yang akan
diberitahukan pada WP.

4) WP melapor pajak sesuai ketetapan melalui media setoran SPTPD
(Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah) ke Bendahara Khusus
Penerima di Kantor Pelayanan Pajak Dinas Pendapatan Kabupaten
Jember atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling
lambat pada akhir bulan berikutnya.

5) Setelah menyetor WP melakukan pengisian slip setoran pajak yang
sudah disediakan di pelayanan untuk melakukan penyetoran pajak,
kemudian WP menyetorkan pajak dengan membawa slip setoran
dengan dilampirkan SPTPD dan rekap penjualan perbulan, Slip
setoran yang dilampirkan dengan SPTPD dan rekap penjualan di
validasi di bank persepsi untuk tanda bukti pembayarannya tersebut

sudah lunas.

2.8 Kadaluwarsa Penagihan Pajak, Penghapusan Piutang Pajak, dan
Ketentuan Pidana Pajak Restoran.
2.8.1 Kadaluwarsa Penagihan Pajak Restoran

Menurut  Marihot  (2013:350-351) hak  bupati/walikota  untuk
melakukan penagihan Pajak Restoran kadaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun keadaan
tertentu kadaluwarsa penagihan Pajak Restoran dapat ditangguhkan, yaitu
apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa atau
ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak

langsung.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

2.8.2 Penghapusan Piutang Pajak Retoran.

Piutang Pajak Restoran yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat
dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh bupati/walikota
berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas
Pendapatan Daerah/kota. Berdasarkan permohonan tersebut bupati/walikota
menetapkan penghapusan piutang Pajak Restoran dengan terlebih dahulu

mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh bupati/walikota.

2.8.3 Ketentuan Pidana Pajak Restoran.

Wajib Pajak Restoran, yang karena sengaja atau karena kealpaannya
tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, tidaklengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara’kurungan dan atau
denda sesuai dengan ketentuan vyang berlaku. Tindak pidana di bidang
perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu lima tahun
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya
bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi
pidana kurungan atau penjara dan atau denda juga dikenakan terhadap
pejabat yang karena kealpaannya ataupun dengan sengaja tidak memenuhi
kewajiban merahasiaakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan
kepadanya. Ketentuan pidana ini dimaksudkan agar wajib pajak dan pejabat
(fiskus) menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1  Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Perkembangan daerah Kabupaten Jember bermula sejak tahun 1859 dimana
tanaman tembakau mulai dikenal. Setelah banyak berkembang pada tahun 1950
Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah (PEMDA) vyaitu Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Jember. Sejalan dengan Kabupaten Jember menjadi
Pemerintah Daerah, kemudian Kabupaten Jember menjadi unsur pelaksana
Pemerintah Daerah Tingkat 1l Jember di bidang Pendapatan Daerah dengan Dinas
Pasar menjadi bagian dari Dinas Pendapatan.

Adapun nama-nama unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat 11 Jember di
bidang pendapatan daerah setelah nama Dinas Pasar yaitu :

a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD)
b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD)
c. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka Dinas Pasar bergabung dalam
Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri)
yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas
Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten di bidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam
melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada
Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris

Daerah.

35
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3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen
murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh
seluruh elemen yang berkepentingan. Dinas Kabupaten Jember menggambarkan
suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan
citra yang diwujudkan,yaitu “Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah

dengan dukungan masyarakat”

a. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka
ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember yaitu :
1. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
2. Menciptakan sistem dab prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan
daerah.
4. Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan

daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.2.2 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

a) Melaksanakan sosisalisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara
langsung maupun tidak langsung;

b) Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

c) Melaksanakan pemutakhiran database Objek / SubjekPajak Daerah;

d) Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;

e) Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah;
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f) Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah;

g) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;

h) Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis
tentang Perpajakan Daerah;

1) Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah
secara on-line;

J)  Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat
(polling);

k) Melaksanakan penyusunan dan / mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah /
Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian
serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional
untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan
kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan
aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan
hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Terdapat empat elemen dalam
struktur organisasi, yaitu:
a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja;
b. Adanya standarisasi kegiatan kerja;
c. Adanya koordinasi kegiatan kerja;
d. Besaran seluruh organisasi.
Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah
(DIPENDA) Kebupaten Jember adalah  struktur organisasi garis. Struktur ini

disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing — masing bagian.
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Gambar 3.2  Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Kepala
Dinas
Sekretaris
| |
Kasubag Kasubag Kasubag
Keuangan Perencanaan Umum &
Kepegawaian
Kabid. Kabid. Kabid. Kabid.
Pendataan & Penetapan & Penagihan & Pembukuan &
Pelayanan Verifikasi Keberatan Pengendalian
Kasie Kasie Kasie Kasie
| Pendataan & Penetapan & Penagihan Pembukuan &
Pendaftaran Legalisasi Pelaporan
- 3 Kasie Kasie
Kasie -
L| Pelayanan & Vt:?ii?;;si L| Keberatan & Pengendalian &
Penyuluhan Pengurangan Penertiban

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015.

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekertaris Kabupaten.

2. Sekretariat

a) Tugas: Melaksanakan koordinasi surat menyurat,kepegawaian, keuangan, rumah

tangga, perlengkapan,

protocol,

pengelolaan

benda

berharga,hubungan
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masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program,

pelaporan dan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas.

b) Fungsi:

1.

8.
9.

Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang-
bidang;

Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan
pertanggungjawaban keuangan;

Melaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji
pegawai dan inventarisasi ;

Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan
kearsipan;

Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat ;
Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan
semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;

Mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga;

Pelaporan realisasi

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a) Tugas: Melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan

penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian,serta tugas lain

yang

diberikan oleh sekretaris.

b) Fungsi:

1.

Pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan
urusan rumah tangga dan protokol;

Penyusunan rencana kebutuhgan barang inventaris dan benda berharga;
Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang

inventaris dan benda berharga lainnya;
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4. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang
inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi
dan kode barang;

5. Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi
barang inventaris dan benda berharga lainnya;

6. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi
barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;

7. Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara
periodik serta menyusun perhitungan/ pertanggung jawaban pengurusan
barang;

8. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data
kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan
pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji
berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas;

9. Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan
disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas

4. Sub Bagian Perencanaan dan Program

a) Tugas: Melaksanakan penyusunan rencana program, Kkegiatan, anggaran,
laporan,dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b) Fungsi:

1. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran,
baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;

2. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas
Pendapatan;

3. Perencanaan terhadap pendapatan daerah;

4. Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

5. Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;
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6. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;

7. Analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan

sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

5. Sub Bagian Keuangan

a) Tugas: Melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh

sekretaris.
b) Fungsi:

1. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja
tidak langsung;

2. Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran
pendapatan dan belanja Dinas;

3. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;

4. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

5. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi
serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;

6. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;

7. Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP);

6. Pembinaan administrasi keuangan.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

a) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas

dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai

wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan, melaksanakan tugas

pembantuanberdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas

yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b) Kelompok Jabatan Fungsional
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Bidang Pendataan dan Pelayanan (Bidang 1)

Tugas: Melaksanakan penyusunan program perencanaan teknis pendataan dan
pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
melaksanakan pengumpulan vahan dalam rangka menyususn materi dan metode
penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya
dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi:

1. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat
Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga);

2. Pembuatan daftar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi
Pemakaian  Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga),
menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;

3. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan

serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup Dinas.

Bidang Pendataan dan Penyuluhan terdiri dari :

3)
1)

2)

Seksi Pelayanan

Tugas: Penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan
dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan
Penyuluhan.

Fungsi: Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan
pendaftaran Obyek dan Wajib Pajak Daerah, Penyiapan formulir pendaftaran
Wajib Pajak Daerah, Penyampaian formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak
setelah dicatat dalam buku dan daftar formulir pendaftaran, Pemrosesan dan
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penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Penyampaian Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Wajib Pajak Daerah, Pelaksanaan
dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

1) Tugas: Mempunyai tugas melaksanakan  pengumpulan, pencarian,
dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen
perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan
dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan
I-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan Kkinerja. pendataan Wajib Pajak
Daerah dan Wajib Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga), dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendataan dan Penyuluhan.

2) Fungsi: Penghimpunan dan mencatat data Objek Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Penelitian dan pencocokan data Objek Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah di lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya, pendistribusian serta
penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak
Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, Pembuatan laporan tentang formulir
pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diterima
kembali, pencatatan nama dan alamat calon Wajib Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
penetapan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD), pemrosesan hasil pendataan
dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan, penerbitan
perijinan sesuai dengan peruntukannya, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

c) Seksi Penyuluhan

1) Tugas: Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta
pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Pendataan dan Penyuluhan.
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Fungsi: Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan
metode penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan
daerah lainnya, melaksanakan kegiatan penyulihan, Mengkoordinasi kegiatan
penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember, menyusun laporan pelaksanaan tugas

sebagai bahan pertanggungjawaban.

Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)

Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta verifikasi
jumlah pajak daerah dan retribusi daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Fungsi: Pelaksanaan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah), Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, dan Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang

berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari :

a)
1)

2)

Seksi Perhitungan

Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perhitungan mempunyai fungsi
meliputi, Perencanaan program dan kegiatan perhitungan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pelaksanaan sosialisasi tata cara perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Pelaksanaan perhitungan kembali Pajak Daerah terhutang atas permohonan Wajib
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Pajak, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil perhitungan Pajak Daerah,
Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

Seksi Penetapan dan Legalisasi

Tugas: Melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi
jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan
Verifikasi.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penetapan dan Legalisasi
mempunyai fungsi meliputi, Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program
dan kegiatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
pelaksanaan kebijakan sistem penerbitan Surat Ketatapan Pajak Daerah dan
Retribusi, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD), pendistribusian dan mengarsipkan surat perpajakan daerah dan retribusi
daerah yang berkaitan dengan penetapan, penerbitan surat ijin angsuran dan surat
ketetapan pajak lainnya, penyusunan daftar penerbitan SKPD dan SKRD,
Legalisasi benda-benda berharga yang diperlukan sebagai sarana pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,legalisasi terhadap objek Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah; dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan
pertanggung jawaban.

Seksi Verifikasi

Tugas: Melaksanakan verifikasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Verifikasi mempunyai fungsi
meliputi, Melakukan verifikasi administrasi, baik dalam rangka pengajuan
maupun petetapan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemeriksaan lokasi
Iverifikasi lapangan (Verlap) terhadap keberadaan obyek Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, baik dalam rangka validasi guna peningkatan pendapatan

maupun pelayanan perubahan (keringanan, keberatan dan penghapusan/
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pembebasan/ atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Inventarisasi dan pemeriksaan setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya,
Penyusuanan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

Tugas: Melaksankan operasional penagihan dalam rangka intensifikasi dan
ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta pendapatan daerah lainnya
dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan dan Keberatan
mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan operasional penagihan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah serta menghimpun, mengkoordinasikan penerimaan Bagi
Hasil Pajak / Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah,
Pelaksanaan  kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka
mengoptimalkan pendapatan daerah dan Pelaksanaan penerimaan Bagi Hasil

Pajak/ Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

a)
1)

2)

Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Tugas: Melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun,
mengkoordinasikan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan
hasil pajak / bukan Pajak mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana

program dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kebijakan penagihan
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terhadap PBB-P2 dan BPHTB, Penerbitan surat tagihan PBB-P2 yang telah
melampaui batas akhir pembayaran, Penerbitan surat tagihan BPHTB kurang
bayar, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang
bayar, Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar,
Penatausahaan piutang PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan evaluasi
hasil pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kegiatan
operasional penagihan serta menghimpun pemungutan PBB-P2 dan BPHTB,
Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan (Renpen) dan pencairan Bagi Hasil
Pajak/ Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat, Penyiapan surat-
surat dan dokumen yang berhubungan dengan pemungutan serta proses pencairan
penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Pelaksanaan rekonsiliasi terhadap
realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi
dan Pusat, Inventarisasi dan mendokumentasikan surat-surat serta dokumen
pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Penyusunan laporan
secara berkala realisasi penerimaan PBB-P2, BPHTB dan realisasi pencairan

Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak.

b) Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

1)

2)

Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang
berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah
Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan
Keberatan.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan
Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi. Penyusunan rencana program
dan kegiatan penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya,
Pelaksanaan kebijakan penagihan terhadap Retribusi Daerah dan Pajak Daerah
Lainnya, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan Retribusi Daerah dan Pajak
Daerah Lainnya, Penerbitan surat tagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah

Lainnya yang telah melampaui batas akhir pembayaran/ batas waktu jatuh tempo,
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Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah
Lainnya, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan
Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan penatausahaan piutang
Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.

Seksi Keberatan dan Angsuran

Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang
berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah
Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan
Keberatan.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Keberatan dan Angsuran Lainnya
mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rumusan kebijakan pertimbangan dan
keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta
penerimaan lain-lain, Pelaksanaan kebijakan pertimbangan dan keberatan
pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta
penerimaan lain-lain, Pelaksanaan pemberian layanan Restitusi Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain.

10. Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian (Bidang 4)

a)

b)

Tugas: Melaksanakan melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai
realisasi penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi
dan pengendalian terhadap obyek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi
terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Retribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta
permasalahan pengelolaan sarana prasarana pemerintah kabupaten yang dikelola
Dinas Pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bidang Pengembangan

Pendapatan dan Pengendalian mempunyai fungsi meliputi, Pencatatan mengenai
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penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaporan penerimaan dan perkembangan
pendapatan daerah secara berkala, Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja
terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah, Pelaksanaan
koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban
obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pelaksanaan koordinasi dengan
pihak terkait dalam rangka mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyelesaian permasalahan pada Obyek
Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna, Pelaksanaan
koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian terdiri dari:

a)
1)

2)

b)
1)

Seksi Ektensifikasi Pendapatan

Tugas: Melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan
daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan
Pengendalian.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Ekstensifikasi Pendapatan
mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana pendapatan daerah, rencana
ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Penyusunan rencana program dan
kegiatan penerimaan Bagi Hasil Pajak, Penyusunan pedoman petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan pemungutan dari sumber penerimaan lain-lain yang sah,

Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber pendapatan daerah.

Seksi Pengendalian dan Penertiban

Tugas: Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban
terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan
mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai
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Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan
Pengendalian.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengendalian dan Penertiban
mempunyai  fungsi  meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan
intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap
Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai
perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan.

Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Tugas: Merlaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban
terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan
mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai
Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan
Pengendalian.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pembukuan dan Pelaporan
mempunyai  fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan
intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap
Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai
perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban

pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
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3.5 Personalia
3.5.1 Hari dan Jam Kerja
Jam Kerja yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

adalah sama untuk semua pegawai, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember.

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat

Senin s/d Kamis 07.15-15.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB
Jum’at 07.15-15.00 WIB 11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2014

3.5.2 Daftar Hadir

Daftar hadir biasanya digunakan untuk mengabsen para pegawai di instansi -
instansi. Di kantor Dinas Pendapatan Daerah terdapat daftar hadir pegawai tetap dan
honorer yaitu daftar hadir kerja. Tapi pada saat ini daftar hadir dan absen diganti
dengan absen secara otomatis menggunakan sidik jari, yang disebut checklock. Daftar
hadir ini digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para pegawai Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
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BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1  Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Magang

Praktek Kerja Nyata merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh
Mahasiswa D Il Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)
dalam memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh
gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Adapun syarat bagi mahasiswa untuk dapat
melaksanakan Praktek Kerja Nyata tersebut apabila telah menyelesaikan mata kuliah
minimal 100 SKS maka mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata, apabila
kurang dari 100 SKS maka mahasiswa tersebut tidak dapat melaksanakan Praktek
Kerja Nyata. Praktek Kerja Nyata sebagai acuan untuk menyusun laporan tugas akhir
dan pelaksanaannya dilakukan setelah laporan hasil studi dan Program Rencana Studi
diprogramkan oleh mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Pelaksanaan
Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di BUMN, BUMD, instansi pemerintah
maupun perusahaan-perusahaan swasta dengan syarat yang telah ditentukan oleh
instansi.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember yang dimulai tanggal 16 Februari dan berakhir 16 Maret
2015. Penelitian yang dilakukan penulis yaitu meneliti dan mempelajari Prosedur
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember.

Praktek Kerja Nyata harus dilakukan sesuai kurikulum dan program yang
telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. Berikut tahapan yang
akan dilakukan oleh penulis sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diantaranya
adalah sebagai berikut:

1. Pembekalan
Sebelum Praktek Kerja Nyata dilaksanakan, mahasiswa di wajibkan

mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh pihak Fakultas yaitu memberikan

52
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pembekalan kepada mahasiswa tentang syarat-syarat dan mekanisme yang
harus dipenuhi dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata
diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja
Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi Mahasiswa
dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya mahasiswa
melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.
Melakukan observasi ke suatu lembaga bagi mahasiswa yang telah memenuhi
persyaratan melaksanakan, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember telah
bersedia untuk dijadikan objek atau pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
Pengajuan proposal PKN diajukan langsung kepada pihak Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember. Setelah proposal disetujui oleh pihak Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember, memberikan surat balasan. Fakultas mengeluarkan surat
tugas yang telah disetujui oleh dekan kepada mahasiswa untuk melaksanakan

PKN sesuai waktu yang telah ditentukan.

Tempat, Waktu, dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember.

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember pada tanggal 16 Februari sampai 16 Maret 2015. Dalam pelaksanaan
Praktek Kerja Nyata ini, mahasiswa menyesuaikan dengan jam kerja instansi.
Daftar jam kerja yang berk\laku di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember sebagai berikut:
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1. Hari Senin s/d Kamis
Jam Kerjal :07.00-12.00 WIB
Istirahat :12.00 - 13.00 WIB
Jam Kerja Il :13.00 - 15.00 WIB
2. Hari Jum’at
Jam Kerjal :07.00-11.00 WIB
Istirahat :11.00 - 13.00 WIB
Jam Kerja Il :13.00 - 15.00 WIB
3. Hari Sabtu dan Minggu libur
Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada
Bidang | (satu) yaitu bidang Pendataan dan Pelayanan. Dalam Praktek
Kerja Nyata ini penulis dapat mengetahui langsung dan mempraktekkan
teori yang pernah didapat sewaktu kuliah, selain itu penulis juga
mengumpulkan data-data mengenai pajak restoran di Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember.

4.1.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata
Sebagai rangkaian dari kegiatan selama Praktek Kerja Nyata di Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.4 Jadwal Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan setiap pagi melaksanakan kegiatan

Apel yang dilakukan pada pukul 07.00 — selesai. Setelah itu melakukan kegiatan

dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab
(@) (b) (©)
Minggu | . Hari pertama magang 1. Bapak Suyanto, S.H
menemui Bu Siti selaku Sekertaris Dinas
16 s/d 2(_) menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah
Februari _
2015 sudah mulai magang Kabupaten Jember

setelah itu menemui Bu
Siti menempatkan saya
pada bidang 1, yaitu
bidang Pendataan dan

Pelayanan

. Pengenalan Penulis

dengan kepala bagian
pendataan dan pelayanan
beserta karyawan Dinas
Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember
Mempelajari buku
tentang Peraturan
Daerah

Sharing terkait macam-

macam pajak yang ada

. Ibu Siti sebagai Staf

Dinas Pendapatan

Daerah

. Bapak Drs. Achmad

Mussadaq selaku Kasie

pendataan dan pendaftaran
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di Dinas Pendapatan
Daerah kabupaten

Jember

(@)

(b) (c)

10.

11.

Mencocokkan data Pajak
Reklame se kabupaten
jember dengan data yang
ada di komputer.
Mendata daftar surat
pemberitahuan terutang
periode awal Januari s/d
Maret 2014
Memasukkan data daftar
surat pemberitahuan
terutang periode awal
Januari s/d Maret 2014
Mencatat data pajak
reklame berjalan ke
buku besar

Mencatat mutasi Pajak
Bumi dan Bangunan
berjalan ke buku besar
Mendapatkan data atas
Peraturan Daerah No.3
Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah pada
bidang Pendataan dan
Pelayanan.
Mendapatkan data atas
Undang-Undang No.28
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Tahun 2009 tentang

PDRD
Minggu II . Mendata Daftar surat 1 gapak Drs. Achmad
pemberitahuan Mussadaq selaku
23 s/d 27 terut iod | Kasie pendataan dan
Agustus erutang periode awa pendaftaran
2015 Januari s/d Maret 2014
(a) (b) (c)

Memasukkan data daftar
surat pemberitahuan
terutang periode awal
Januari s/d Maret 2014

. Memasukkan data

Mutasi Pajak Bumi

dan Bangunan

. Mencatat data pajak

reklame berjalan ke

buku besar

. Mencatat data mutasi

pajak bumi dan
bangunan berjalan ke

buku besar

. Mencocokkan SPT

dengan SKPD Wajib
Pajak

. Membantu Bapak

Candra di bidang
pelayanan untuk

mendata Pajak Bumi
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dan Bangunan yang
selanjutnya di data di

bidang pendataan.

8. Mendapatkan data
terkait prosedur
tentang pelaporan dan
penyetoran Pajak
Restoran.
(@) - (c)
9. Sharing terkait pajak
restoran dengan pak
yudis selaku staf di
bidang pendataan dan
pendaftaran.
10. Mendapatkan data
terkait sejarah singkat
berdirinya Dinas
Pendapatan Daerah
kabupaten Jember di
bagian umum
Minggu IlI 1. Mendata Daftar surat 1. Bapak Drs. Achmad
pemberitahuan Mussadaq selaku Kasie
2s/d6 . pendataan dan
Maret terutang periode awal
2015 Januari s/d Maret 2014 pendaftaran
2. Memasukkan data
daftar surat

pemberitahuan
terutang periode awal
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Januari s/d Maret 2014
. Memasukkan data
mutasi Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2014

. Memasukkan data Bea
Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
Tahun 2014 tentang
Objek Baru

. Mencatat mutasi pajak
bumi dan bangunan
berjalan ke buku besar

. Mencatat data mutasi
Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan
Bangunan

. Mencocokkan data pajak
reklame

. Sharing terkait pajak
restoran dengan pajak
reklame dengan Pak
Luluk Selaku Kasie
Pelayanan dan
Penyuluhan

. Mendapatkan data
terkait Target dan
Realisasi Penerimaan
Pendapatan Daerah
(PAK) Kabupaten
Jember APBD Tahun
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Anggaran 2010-2014
Dari Bidang Penagihan,
Pengendalian dan

Pelaporan

10.Mempelajari cara

perhitungan terkait
Target dan Realisasi
Penerimaan Pendapatan
Daerah (PAK)
Kabuapten Jember pada
bidang penagihan,
pengendalian dan

pelaporan

(@)

(b)

(©)

11.

Mendapatkan data
terkait Struktur
Organisasi Dinas
Pendapatan Kabupaten
Jember dari Bagian

Umum.

Minggu IV

9s/d 13
2015

. Memasukkan data Bea

Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
Tahun 2014 tentang
Objek Baru
Memasukkan data Bea
Perolehan Hak atas

Tanah dang Bangunan

. Bapak Drs. Achmad

Mussadaq selaku Kasie
pendataan dan

pendaftaran
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tentang Mutasi

. Memasukkan data

mutasi dan Bea
Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
Tahun 2014

. Merekapitulasi daftar

PBB Perkotaan dan
Perdesaan Tahun 2013
kabupaten Jember s/d

tanggal 18 Januari 2013

. Mendapatkan data tekait

SPTPD Pajak Restoran
Resto Papuma pada
bidang Pelayanan dan

Penyuluhan

(@)

(b) (©)

. Mendapatkan Bukti

Setoran Bank Jatim
Pajak Restoran Resto
Papuma pada bidang
Pelayanan dan

Penyuluhan

. Mempelajari SPTPD

Pajak Restoran dan cara

mengisinya

. Sharing dengan Pak

Yudis dan Pak Adi
terkait dengan pajak
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restoran

. Mendata Pajak Bumi

dan Bangunan tentang
tower se kabupaten

jember

Minggu V

16 Maret 2015

. Memasukkan data

Mutasi Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan
Bangunan Tahun 2014

. Mencatat data pajak

bumi dan bangunan

berjalan ke buku besar

. Mencocokkan data pajak

reklame
Berpamitan kepada
pegawai Dinas
Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember.

. Bapak Drs. Achmad

Mussadaq selaku Kasie
pendataan dan

pendaftaran

4.1.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Setelah melakukan kegiatan penulis kemudian segera membuat Laporan

Praktek Kerja Nyata sesuai dengan data-data yang penulis peroleh ketika melakukan

Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun

kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebelum membuat laporan adalah sebagai

berikut:

a.

Menentukan judul

laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta
bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
Meminta blanko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul

yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
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c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata
(PKN) ke akademik;
d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

4.1.3 Hasil Praktek Kerja Nyata

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang cukup besar dan
berperan penting untuk perkembangan pembangunan Negara. Pengeluaran belanja
Negara dibiayai dari sektor pajak guna kemakmuran bersama. Oleh karena itu,
penerimaan negara dari sektor pajak sangat perlu ditingkatkan.

Salah satu pajak yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu Pajak Restoran. Pajak Restoran
merupakan pajak yang dipungut karena nilai penjualannya melebihi Rp. 3.000.000,-
(Tiga juta rupiah) perbulan.

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari
pelaksanaan PKN vyang dilakukan dengan cara terjun langsung pada bidang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan dengan judul “Prosedur Penyetoran
dan Pelaporan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
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4.1.5 Struktur Organisasi

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bidang Pendataan dan Pelayanan (Bidang 1)

Kabid. Pendataan dan Pelayanan
Drs. F.X. AGUS SUDARSONO, M.Si.
NIP. 19650802 199403 1 009

Kasie Pendataan dan Pendaftaran
Drs. ACHMAD MUSSADAQ
NIP. 19671008 200801 1 009

Kasie Pelayanan dan Penyuluhan
SLAMET PALULUK, SAP.
NIP. 19590626 198602 1 004

Staf Pendataan dan Pelayanan

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015

64

Penjelasan Struktur Organisasi Bidang Pendataan dan Pelayanan (Bidang 1) sebagai

berikut:

a. Kabid Pendataan dan Palayanan

Melaksanakan penyusunan program perencanaan teknis pendataan

pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi

dan

Daerah serta

melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode

penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan

melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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b. Kasie Pendataan dan Pendaftaran
Mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah
dan Restribusi Daerah tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas,
dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

c. Kasie Pelayanan dan Penyuluhan
Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan sosialisasi tentang
pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan
Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

d. Staf
Mempunyai tugas sebagai penjalan dari pekerjaan kasie masing - masing sesuai

dengan pajak yang ditangani.

4.2  ldentifikasi Subjek, Objek, Transaksi Pepajakan di Tempat Praktek

Kerja Nyata
4.2.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Pajak Restoran) Pasal 11 yang menjadi objek pajak restoran
dalam ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dalam ayat (2)
menyatakan Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Ayat (3) objek
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafetaria,
Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Catering, Bakery dan Depot. Ayat (4)
menyatakan yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang
disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,- (Tiga

juta rupiah) per bulan.
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Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi tau badan yang
membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah
orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Di wilayah Kabupaten Jember pada Tahun 2015 tercatat 261 Wajib Pajak
Restoran yang sudah terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan

rincian sebagai berikut:
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Tabel 4.5 Jumlah Restoran Kabupaten Jember bulan Februari 2015

No. Nama Objek Pajak Objek Pajak
(a) (b) (c)
1. Ajung 3
2. Ambulu 14
3. Arjasa 4
4, Balung 13
5. Bangsalsari 2
6. Gumukmas 5
7. Jenggawah 2
8. Jombang 5
9. Kalisat 3
10. Kaliwates 70
11. Kencong 11
12. Mayang 1
13. Mumbulsari 1
14. Pakusari 4
15. Panti 8
16. Patrang 19
17. Puger 6
18. Rambipuji 17
19. Semboro 1
20. Sukorambi 4
21. Sukowono 5
22. Sumberbaru 3
23. Sumberjambe 1
24. Sumbersari 42

Silo 1

N
o
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(a) (b) (c)
26. Tanggul 8
217. Umbulsari 8
28. Wuluhan 6
Jumlah 261

4.2.2 Dasar Pengenaan Pajak Restoran
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah (Pajak Restoran) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah
pembayaran yang diterima atau yang sebenarnya diterima restoran. Tarif pajak
restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen), hal ini dimaksudkan untuk
memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif
pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.
Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
pajak dengan dasar pengenaan pajak.
Contoh perhitungan Pajak Restoran:
Rumah Makan Shukaku Ramen yang beralamat di Jalan Letjen Panjaitan No. 125
Jember pada masa pajak bulan Maret mendapat omzet sebesar Rp. 9.620.000,- per
bulan. Besarnya Pajak Restoran yang harus dibayar oleh Rumah Makan Shukaku
Ramen pada bulan Maret dan paling akhir bulan April adalah sebagai berikut:
Pajak Terutang = Omzet x Tarif

= Rp. 9.620.000,- x 10%

= Rp. 962.000,-
Jadi besarnya pajak yang dibayar pada bulan Agustus oleh Rumah Makan Shukaku
Ramen adalah Rp. 962.000,-
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Dari perhitungan tersebut, jurnal pada dispenda adalah sebagai berikut:
Kas Rp. 962.000,-

Pendapatan Pajak Restoran Rp. 962.000,-
Sedangkan, jurnal pada Rumah Makan Shukaku Ramen, adalah sebagai berikut:
Pajak Restoran Rp 962.000,-

Kas Rp. 962.000,-

4.3  Prosedur Pajak Restoran
4.3.1 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran

Sebelum melakukan pelaporan pajak restoran Wajib Pajak terlebih dahulu
untuk melakukan pendaftaran sebagai terdaftarnya wajib pajak restoran di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan juga untuk mendapatkan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD), untuk mendapatkan data wajib pajak (Rumah Makan
Shukaku Ramen), dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak. Kegiatan
pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa
formulir pendaftaran kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen
disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan
jelas, lengkap dan menghitung jumlah pajak restoran terhutang atas Rumah Makan
Shukaku Ramen pada bulan Maret yaitu sebesar Rp. 962.000,- serta mengembalikan
kepada petugas. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran yaitu paling
lama 1 hari.
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Prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) restoran di

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Wajib Pajak Bidang 1 (Pendataan dan Pelayanan )
Membawa syarat: Menerima
1 persyaratan dari WP

a. Fotokopi KTP

b. Berkas badan usaha serta memeriksa
~ Al kelengkapan

A 4 \4

A\ 4

2

Ditolak Diterima

Menerbitkan .
NPWPD |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, data diolah, 2015.

Keterangan:

Wajib Pajak.

1. Membawa persyaratan-persyaratan pendaftaran, antara lain berupa:
a. Fotokopi KTP
b. Berkas badan usaha
c. SITU
d. SIUP

2. Mengisi formulir dan meminta TTD serta melampirkan foto kopi KTP dan
berkas badan usaha.
Bidang 1 (Pendataan dan Pelayanan)

1. Menerima persyaratan dan formulir yang telah diisi oleh Wajib Pajak.

2. Jika kelengkapan formulir sudah dan fotokopi KTP sudah benar, maka bidang
pendataan dan pelayanan memerbitkan NPWPD dan memasukkan data ke
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situs informasi Dinas Pendapatan, dan jika kelengkapan formulir tidak
lengkap maka berkas tersebut dikembalikan lagi ke Wajib Pajak untuk

melengkapi persyaratan-persyaratan pendaftaran tersebut.

Setelah melakukan pendaftaran dengan lengkap dan jelas, wajib pajak
kemudian melakukan pelaporan pajak restoran, setiap pengusaha restoran (yang
menjadi  Wajib Pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, melapor, dan
menyetorkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Berdasarkan SPTPD yang
disampaikan oleh wajib pajak yang dilakukan petugas Dinas Pendapatan Daerah,
Pajak Restoran terhutang atas Rumah Makan Shukaku Ramen pada masa pajak bulan
Maret sebesar Rp. 962.000,-. Pajak yang terutang harus dilunasi oleh Rumah Makan
Shukaku Ramen paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SPTPD oleh wajib
pajak.

Gambar 4.4 Prosedur pelaporan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember.

Wajib Pajak Bidang 1 (Pendataan dan Pelayanan)
Membawa Laporan rekap )
. . . 1 Menerima SPTPD
penjualan dilampiri > )
dengan SPTPD dan rekap penjualan
2
Y
Register

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, data diolah, 2015.
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Keterangan:
Wajib Pajak.
Membawa laporan rekapitulasi penjualan perbulan dengan di sertai lampiran
berupa SPTPD.
Bidang 1 (Pendataan dan Pelayanan)
1. Menerima SPTPD dan Laporan rekapitulasi penjualan perbulan dari Wajib
Pajak.
2. Meregister SPTPD dan Laporan rekapitulasi penjualan perbulan untuk

dimasukkan ke dalam buku besar.

4.3.2 Prosedur Penyetoran Pajak Restoran

Setelah melakukan pelaporan, kemudian Wajib Pajak melanjutkan untuk
menyetor pajak restoran Rumah Makan Shukaku Ramen, penyetoran pajak dilakukan
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) dan
Slip Setoran. Penyetoran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Rumah Makan
Shukaku Ramen melakukan penyetoran pada bulan Maret sebesar Rp. 962.000,- di
bank persepsi. Kepada wajib pajak yang melakukan penyetoran diberikan tanda bukti
penyetoran pajak/slip setoran dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus
dilakukan oleh petugas tempat penyetoran pajak yaitu Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember untuk tertib administrasidan pengawasan penerimaan pajak.
Dengan demikian, penyetoran pajak akan mudah terpandu oleh ptugas Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
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Gambar 4.5 Prosedur penyetoran pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

Wajib Pajak

Bank Persepsi

Membawa slip setoran
yang berisi tentang
SPTPD dan rekap
penjualan yang sudah
diregister

Validasi

A

v

W

6 rangkap
SPTPD dan
Slip setoran

o s

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, data diolah, 2015.

Keterangan:

Wajib Pajak.

Mengisi slip setoran yang sudah disediakan oleh petugas Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember, kemudian jika sudah diisi slip setoran tersebut

dilampirkan dengan SPTPD dan rekapitulasi penjualan yang sudah diregister

untuk disetorkan ke Bank Persepsi yang telah disediakan di
Pendapataan Daerah Kabupaten Jember.

Bank.

1. Menerima SPTPD dan slip setoran yang sudah diisi dari wajib pajak.

Dinas

2. Memvalidasi slip setoran pajak restoran yang sudah diisi sebagai tanda

lunasnya pajak yang terhutang.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

74

3. 6 rangkap SPTPD dan slip setoran tersebut di berikan kepada:
a. Pelayanan
Verifikasi

Bank Persepsi

=

o o

Pembukuan

D

Penagihan
f.  Wajib Pajak

4.4  Penilaian Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Prosedur Pelaporan dan Penyetoran pajak restoran di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember sangatlah mudah dilakukan oleh wajib pajak, karena
cukup membutuhkan 1 hari sudah selesai jika persyaratan yang dibutuhkan lengkap
dan jelas. Pembayaran yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember Kkhususnya Pajak Restoran menggunakan Self Assesment System yang
merupakan suatu system pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib
pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pelaksanaan Pajak
Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan
prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses
pelayanannya, petugas melayani dengan sopan dan ramah, dan cepat dipahami. Dan
juga Dinas Pendapatan Daerah mempunyai letak yang strategis sehingga tidak
meyulitkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya karena mudah dijangkau oleh
alat traansportasi umum. Fasilitas yang digunakan kurang memadai, dikarenakan
ruangan yang sempit dan kurangnya fasilitas AC sehingga mengakibatkan
ketidaknyamanan dalam bekerja.

Dari tahun ke tahun realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah selalu
melebihi target, dikarenakan banyak tunggakan yang terbayar. Sehingga penerimaan
pendapatan daerah dari tahun ke tahun khususnya pajak restoran selalu mengalami

peningkatan,sehingga penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
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pendapatan sudah berjalan dengan baik. Disamping itu, masih banyak wajib pajak
yang tidak jujur untuk melaporkan rekapitulasinya setiap bulannya, terkadang hasil
dari penjualannya setiap hari dikurangi dari hasil penjualannya yang sebenarnya,
sehingga laporannya yang dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
sangat sedikit dari hasil penjualan yang sebenarnya. Maka dari itu, petugas harus
banyak memeriksa ke tempat penjualannya agar tidak melakukan hal yang tidak
diinginkan dari perusahaan. Petugas juga harus aktif dan pandai dalam menjawab
pertanyaan dari wajib pajak karena termasuk salah satu bentuk sosialisasi pajak,
untuk memudahkan pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak restoran.

Kekurangan Pembayaran Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember terletak pada sanksi denda yang harus dibayarkan oleh wajib pajak
restoran, menurut Peraturan Daerah No 3 tahun 2011 denda yang harus dibayarkan
sebesar 2% setiap bulannya tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi
aturan yang berlaku, dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sendiri

masih memberikan kelonggaran kepada wajib pajak restoran.

45  Hambatan Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada Pajak Restoran, antara lain:

1) Pengelolaan pajak restoran, kurangnya aparat yang bertugas dalam menangani
pajak restoran, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar
pajak. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah melakukan berbagai
macam upaya dalam menghadapi hambatan yang ada, seperti melakukan
sosialisasi kepada wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak
dan memberi surat teguran kepada wajib pajak yang belum atau tidak
membayar pajak.

2) Masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar dan memiliki izin usaha

karena belum berjalannya pendataan dan pengawasan yang intensif
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3)

4)
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Kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pembayaran pajak restoran belum
sesuai dengan peraturan daerah, adanya kecenderungan wajib pajak yang
menyembunyikan omzet penjualannya, serta kurangnya pengetahuan wajib
pajak restoran dalam memahami peraturan yang berlaku.

Setiap bulan selalu mengalami banyak tunggakan, sehingga pendapatan yang
di target oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tidak sesuai

harapan.
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5.1

BAB 5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata, Prosedur Pelaporan dan

Penyetoran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

menggunakan Self Assesment System. Dalam mekanisme tersebut dapat ditarik

keseimpulan sebagai berikut:

1.

Target dan Realisasi penerimaan pendapatan pajak restoran pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk tahun 2014 target sebesar Rp.
5.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.557.470.425,00 dengan
prosentase penerimaan sebesar 137,41%.

Pelaporan Pajak Restoran merupakan suatu proses menetapkan besarnya
hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah
(SPTPD).

Penyetoran Pajak Restoran dilakukan di Bank Persepsi yang berada di Kantor
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak Restoran dipungut dan/atau dengan cara Sistem Self Assesment yang
memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak Restoran untuk menghitung,
melapor dan menyetorkan sendiri pajak terutang pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember.

Wajib Pajak sudah melaksanakan pelaporan dan penyetoran Pajak Restoran
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan prosedur dan
telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
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5.2
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Saran

Dari pengalaman yang didapatkan selama melakukan Praktek Kerja Nyata di

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dengan tidak mengurangi rasa terima

kasih dan hormat kepada semua pihak, dan penulis memberi sedikit saran sebagai

masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik serta tepat waktu.

Beberapa saran sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Perlu adanya sosialisasi, agar wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam
membayar pajak.

Perlu adanya pelatihan kepada setiap pegawai khususnya dalam kepribadian
dan pelayanan agar pegawai dapat melakukan segala tugas dan pekerjaan
dengan lebih baik lagi dari sebelumnya.

Lebih banyak pendekatan dan komunikasi antara pegawai dan pimpinan
selaku sebagai atasannya.

Pelaksanaan sanksi denda yang harus di bayarkan oleh wajib pajak restoran,
menurut Peraturan Daerah No 3 tahun 2011 denda yang harus dibayarkan
sebesar 2% setiap bulannya, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak
mematuhi aturan yang berlaku sebab itu pembayaran pajak restoran di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember belum maksimal sehingga berdampak

bagi Penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Restoran.
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Lampiran A. Surat Permohonan Tempat Magang

KEMENT{RIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor :413/UN25.1.2/5P/2015 5 Pebruari 2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
JI. Jawa No.72 Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara
pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM PROGRAM STUDI
1. | Izzun Nur Amaliyati 120903101032 DIII Perpajakan
2. | Adita Yunia Mapadah 120903101035 DIII Perpajakan
3. | Evi Dwi Oktavianasari 120903101047 DIII Perpajakan
4. | Laurensia Geby Pratiwi 120903101048 DIIl Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.
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Lampiran B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

-

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ® 337112 JEMBER 68121

Jember, 9 Februari 2015

Nomor  : 413//2& | 35.09.422 / 2015 Kepada

Sifat :  Penting Yth. Dekan Fakultas IImu Sosial
Lampiran : -- dan IImu Politik Universitas Jember
Perihal 1 Permohonan Tempat PKN di—

JE R

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Iimu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember Nomor : 413/UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 5 Februari 2015 perihal sebagaimana
tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima
Mahasiswa/i Saudara atas nama :

No. Nama NIM Program Studi
1 | Izzun Nur Amaliyati 120903101032 D - III Perpajakan
2 | Adita Yunia Mapadah 120903101035 D — III Perpajakan
3 | Evi Dwi Oktavianasari 120903101047 D — III Perpajakan
4 | Laurensia Geby pratiwi 120903101048 D - III Perpajakan

Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015 untuk melaksanakan Praktek
Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
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Lampiran C. Surat Tugas Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 458/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor
413/126/35.09.422/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 perihal ljin Tempat PKN, maka dengan
ini Dekan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No | NAMA NIM PROGRAM STUDI |
I T O RN T
120903101035 DIII Perpajakan
| 120903101047 DIIL Perpajalﬂl _'
120903101048 DIl Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung

mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D
NIP 19610828 1§9201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan i

3. Mahasiswa yang Bersangkutan
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Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER-

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI Kalimantan 37. - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 459/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas [Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si.
NIP :195607261989021001
Jabatan : Lektor Kepala

Pangkat / golongan : Pembina IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial
dan [mu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung
mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa
sebagai berikut :

No. [ Nama NIM PROGRAM STUDI i
| 1. | lzzun Nur Amaliyati 120903101032 DIl Perpajakan |

2. | Adita Yunia Mapadah | 120903101035 DIIl Perpajakan

3. | Evi Dwi Oktavianasari ] 120903101047 DIII Perpajakan

4. | Laurensia Geby Pratiwi 120903101048 DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 9 Pebrdany 2015
_,f’f“'k‘:";%n Dekan ."’

2 ;embantu Dekan I,
3 N ‘ 1

.-?‘.(,;1;

R oo "
2 B
o ﬁ\rs. Himawan\BayulPatriadi, MA., Ph.D.
) ,;:ﬁlp 19610828\199201 1 001

Tembusan :
1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIl Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej
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Lampiran E. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing menyelesaikan Laporan

Hasil Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1 Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp, (0331) 333586, 331342 Fax. 1) 333386 Jember 68121
Email : Gisipunej@@iclkom.net. Telp (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 1028 /UN25.12/5p12015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma 11 Perpajakan
Fakultas Tlmu Sosial dan [Imu Poelitik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas [Imu Sosial dan [lmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini -

Nama : Drs, Suhartono, M.P.
NIP 1 196002141988031002
Jabatan : Lektor

Pendidikan Tertinggi : S-2
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Adita Yunia Mapadah

NIM 1120903101035

Judul Tugas Akhir  : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedures of Depositing and Reporting of Restaurant Teax ar Revenue

Department of Jember Regency

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 23 Maref 2015
Pembantu Dekan Bidaijg Akademik .

' o %4

t Drs. Himawan Biyu Patriadi, MA, Ph.D.
NIP 19610828199%R011001

Tembusan :

.-Dosen Pembimbing

. Ketua Jurusan [lmu Administrasi -

- Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan

Kasubag. Keuangan & Kepegawaian

. Mahasiswa yang bersangkutan

. Arsip

AL —

O\ W
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Lampiran F. Form Bimbingan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TLMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Kalimantan — Kampus Tegalbolo Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.{(0331) 335586 Jember 68121
Linail : fisipunej@itelkom.net. Telp. (0331} 332736 -

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama : Adita Yunia Mapadah
NIM : 120903101035
Jurusan : [lmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Desa Kedawung Krajan RT 05 RW 01 Kecamatan Padang, Lumajang

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Procedures of Reporting and Depositing of Restaurant Tax at Revenue Department of
Jember Regency.

Dosen Pembimbing : Drs. Suhartono, MP.

TANDA
NO | HARIVTANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
., PEMBIMBING
I+ | Senin /p!o Mﬁf!»‘ Frests 0:30 | Acc Jasu| &‘ [
2. | Genin /20 Agiil a0 I - 6o b 1,43 ﬂ Uﬁ

3. Q’Jm /,g,i Apri| 2015 14:c0 Perubabhan  Jupul ] 9!‘\ -
4. | Jemee [ aq Apr| 2015 14:00 Poab,Y,s dan AcT

Catatan : 1
- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER .
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. (331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER
NILAI
NO. INDIKATOR PENILAIAN ANGKA HURUF
1__|Penguasaan Materi Tugas 89 Delsn plh & 1o
2 |Kemampuan / Kerjasama 89 !
3 |Etika 87 Jnk
4 |Disiplin 48 ] 2]
NILAI RATA - RATA 353 i %

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Adita Yunia Mapadah
NIM : 120903101035
Jurusan . liImu Administrasi

Program Studi  : Diploma Il Perpajakan

Yang menilai :

Nama S ges Ui
Jabatan : !
Instansi

Tanda Tangan

PEDOMAN PENILAIAN ;

NO. | ANGKA | HURUF KRITERIA
1 80 > A Sangat Baik
2 70-79 B Baik
&) 60 - 69 c Cukup Baik
4 50-59 D Kurang Baik
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Lampiran H. Daftar Hadir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

FTA SI P
N, AT, J
Tempat KK : BIDANGI
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER
NO NAMA TANGGAL PaGI s1anG T
s i DIN SAKIT TK
%
1 |ADITA YUNIA MAPADAH 16 FEBRUARI 2015
17 FEBRUARI 2015 <t .
18 FEBRUARI 2015 Pl
(ormruariors | oA [ el T [
20 FesRUARI 2015 | [Pty TP
21 FEBRUARI 2015 A= 4 A —L
22 FEBRUARI 2015 | v e
23 FEBRUARI 2015 - -q =
24 FEBRUARI 2015 = L
25 FEBRUART 2015 ~t<—{393 3

26 FEBRUARI 2015 <= =
27 FEBRUARI 2015 “:ﬁ#< -

(ZBFEBRUARI 2015 7 2% Sie
(U MARET 2015 4 ¥

2 MARET 2015 == s

3 MARET 2015~ , ‘%;

4 MARET 2015 —=—¥n8"

5 MARET 2015 ~———1Bor - —
=

6 MARET 2015 :
(7 haRET 2015 7 i 1r

(B MARET 2015

9 MARET 2015 —]

10 MARET 2015 =

11 MARET 2015

12 MARET 2015 -
13 MARET 2015 ™
14 MARET 2015

(15 MARET 2015
16 MARET 2015
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Lampiran I.

(G

Laporan Hasil Penjualan Shukaku Ramen

/

4»/
e 1 !
A1 Penjeiten no.125 Jember

1 "SHUKAKU

[+PoWosPeDo t 3506911.4010300,20.387
Laporan Hasil Penjualan Shukaku Ramen

Bulan: Maret 2015

No/Tgl | Penjualan (Rp) Keterangan
1 391.000 Muloi Des 2014, setiap Senin libur
2 Libur
3 270.000
4 393.000
5 280.000
6 97.000
i 304.000
8 324.000
9 Libur
10 254.000
11 436.000
12 362.000
13 374.000
14 805.000
15 509.000
16 LIBUR
17 449.000
18 379.000
19 343.000
20 206.000
21 550.000
22 510.000
23 LIBUR
24 99.000
25 214.000
26 190.000
27 285.000
28 497.000
2% 728.000
30 LIBUR
31 371.000
Jumlah | 9.620.000x 10% Rp. 962.000,-

Jember, 8 April 2015
7

Servatius Johari
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Lampiran J. Contoh SPTPD yang sudah diisi oleh Wajib Pajak
[ — e . =

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDAPATAN
JI. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334854 JEMBER' _l

SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
PAJAK RESTORAN
( SPTPD - RESTORAN )

1. Nama Wajib Pajak: ... SERVASIUS. . JQHABL............c.ccoviiiiieieeniiinicesne e cne s

2. Nama Usaha 3w SREIRAIIL SIS -« Sk v s siSan susi anvss s

3. NPWPD Lo IB0e AL s A D00 MGIBT .-t s s e e s

4. Alamat e d Lo LEDTEN - BANTAL AN -HO@L25 - FABBER -+ -+1 - vseeesnsrnsescsnacassns

5. Jenis Usaha : Rumah makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/
Katering, Bakery, Depot. * )

6. Masa Pajak Jan | Peb | Mar | Apr | Mei [ Jun [ Jul | Ags [ Sep | Okt | Nov [ Des

. Tahun Pajak L T
. Nilai Penjualan i Rp... 2652040000 . .....ccoieciinninnniiinnn, per bulan

o~

. Jumlah Pajak Terhutang ( 10%) : Rp....... 2024000 e

©

(-Sombilen Patis: -enem. PAlub- Suia T4 TUPE Al mame e rerereresssasiessresaseaiasssiensens i)
10. Fasilitas yang tersedia : Meja/kursi pengunjung sebanyak...... k¥ 48 unei.. .buah

11. Informasi lain-lain :
a. Jumiah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak leeeeeneineeo.0rang /hari
b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak :.......7...... orang/hari

Keterangan :
") Coret yang tidak perlu

...........................................

Wajib Pajak
: “ : A
@f ‘ §“Pgh§kﬂl'§p'}56€%EER verva ti—:.. vohaori

. 7734411
TELP 0334- 7 (Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.
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K. Bukti Setoran Bank Jatim

BUKTI SETORAN iati
- — . bankjatlml
Tanggai : u,.«,ﬂm...ml;}.

Jenls Rekening +~ S i
g /ﬁs:mpeda [ siklus [ ®bungan Haji [ mebunganky [ Lainn,
ya .
Mata Uang : [ Rupiah O vatas ...
Tunai/ No. Warkat [ Jumiah valas Kurs Jumiah Rupiah

G2 LK)
— |
l TOTAL

‘ Di isi Biaya -[_

Nomor Rekening / Customer : U()ﬁ‘lﬂ%m 4

Nama Pemilik Rekening e e Herm
Berita / Keterangan 3 ‘ %th e

Nama Penyetor
Alamat Penyetor

Informasi Fenyetor saban No. Rekening :
3 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal ...

Oleh | xamisi |
Bank Jumiah yang dikredit

khusus Setoran >Rp. 100.000.000,.

Sumber Dana

, TERBILANG 2 ggndid 1.4
Tujuan Transaks| :.... i ; -

KETENTUAN
1. Setoran sah seteiah dwvalidas|

lidas! atau ditandatangan Tet
2.Setoran akan dibukukan setelah dana md@?‘@«?i’

3.Bagl Non Nasabah yang melak, > engan baik.
fotokop) tanda pengensi can mengis T e oo :‘g:iuu 000 (ekuivalen) wajin menyerahian
— i
Telier wem T
Pe de

VO sre -e

Katering, Bakery, Depot. *)

6. Masa Pajak Jan | Peb | Mar | Apr [ Mei | Jun | Jul [ Ags | Sep | Okt [ Nov | Des

7. Tahun Pajak o R

8. Nilai Penjualan 1Rp..72820s000s== . ...........cceoeneineper bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang ( 10%) : Rp..... 2822000 = . ...ccocoinne.
(Sembilan.ratus. enam. Puluh. AUa. TLDU- -TUPE B - o« oo ooxiceerernrseiaaessacaseseamsiaseessnns )

10. Fasilitas yang tersedia : Meja/kursi pengunjung sebanyak..... x%/48 =ursi  buah

11. Informasi lain-lain :
a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak ... 7. orang /hari
b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak :......7....... orang/hari

Keterangan :
) Coret yang tidak perlu

Wajib Pajak
od  \_/ A
[
’ v

Serva tius Johari
(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.
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Lampiran L. Daftar jumlah Pajak Restoran se Kabupaten Jember

’ NAMA NO. NFWFD ALAMAT KEGAMATAN | KLASIFIKAS!
1_|WRWANDHE ECHO' P200004571305 __ [JL. SULTAN AGUNG - AJUNG AJNG RESTORAN
2 _[REST HOTEL BERINGIN INCAH P200004911306  [J_ AMBULU - AJUNG AJUNG RESTORAN
3 |WARUNG KEMBANG 35091140716080037 | J_. SEMERL PANCAKARYA - AJUNG AJUNG RESTORAN
4_|WRAKORJ BU MUNIR POOOSOTIN0N | CANDRA DIMUKA NOAS - AMBULU AMBULY RESTORAN
5 |DEPOT "MANALAGI | SUMARNT POO00S01 3001 [JL AMBULL - AMBULU AMBULY | RESTCRAN
PROOCOS083001  [JL DIPONFGORD - AMBULY AMBULL | RESTCRAN
P20000S0Z3001__ [JL AMBULU - AMBULU AMBULU | RESTCRAN |
PRO000E043001__|JL AMBULU - AMBULU AMBULU |
PHOIO4ZEIO0T___ L. SUVITMAN - AMELL | AVBULL
3509114031E180055 | KOTTA ELATER AMBULL JEMBER AMBULY
P2000S0C3001 __[JL. AMBULLI - AMBULU AMBULL
PIDNIZSBO3NGT | TEGAL SAR - AMBLILLI AMEULL
P209005053001_|JL. AMBULU - AMBULU AMBULY
_ | POOODMOI3001 L MANGGAR - ANBULL AMBLLY
ARTA BEOM 40214160045 L SUYITMAN - AMBULU [ AvBULY
HICHER 1130503160039 L. A YANI - AMBULU [ AsBUL
C BEZTIANNY KLUISLMAWAT 35001140416160046 UL A YANI - AMBULU [ AvBULY
WR ' BAKSO'/ RANTO M __ P200GO51 20401 . SLLTAN AGUNG - ARJASA | ARiASA
RESTO HOTEL REMAANGAN P200004300402 L KEMUMING LOR - ARJASA ARIASA
WR ' SATE ' MUASHNI | Po0000S1 0401 RAYA ARJASA - ARJASA ARJASA
3021200608 _RAYA SULTAN AGUNG - ARJASA ARIASA
5232901 . RAYA BALUNG - BALUNG BALUNG
P100025332501  |JL BALUNG - BALUNG BALUNG
| 35081140321210026 _|JL. RAYA BALUNG - BALUNG BALUNG
P200005252001  |JL RAYA GALUNG - BALUNG BALUNG
35091140321210028 ER - BALUNG BALUNG
35091140321210020_[JL RAYA EALUNG - BALUNG SALUNG
| PoO0O0STZINNZ L PUGER - BALUNG SALUNG
P10C026842601 L. BALUNG - BALUNG ALUNG
__35091120278250008__|JL. PUGER - BALUNG BALUNG
P2O0D05262001 L RAYA BALUNG - BALUNG BALUING
PZ0005137901 L RAYA BALUNG - BALUNG BALLING
P2O00U5 162601 L EALUNG - BALUNG BALUNG
__P200005202608 L RAYA RAMBIFUJI - EALUNG BALUNG
DEPOT ' LESTARI" P200005282201 _ [JL BANGSALSAR] - BANGALSAR) BANGSALBARI
[RUMAH MAKAN 1K) WAE P2000Z1090308_|JL BANGSALSARI - BANGSALSARI BANGEALSAR
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Lampiran M. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011

<

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka
ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

%

Mengingat : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
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Lampiran N. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;

c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; ’

d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah

dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan

| dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .
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